Oleh ; Awaloedin Djamin (Mantan KAPOLR - Bapak SATPAM Indonesia).

.30 Desember 1980, setelah 2 tahun penulis
menjabat Kapolri, ditanda tanganilah SK
Kapolri tentang pembentukan Satpam yang
didasarkan pada doktrin *Keamanan Rayat
Semesta” di mana rakyat secara keseluruhan
mengamankan lingkungannya sendiri dan Polri
merupakan inti, dengan menggunakan pe-
doman "Tata Tentram Kerta Raharja" vang

berarti "Tidak mungkin orang raharja bila fidak
kerta, kerta bisa dicapai bila rakyat tentram dan
tenfram terlaksana bila rakyat punya tata.
Dokirin *Keamanan Rakyat Semesta® yang
sekarang lebih dikenal dengan "Sistim Ke-
amanan dan Kefertiban masyarakat swakarsa”
(siskamtibmas Swakarsa) di daerah pemukiman
terutama pedesaan dilaksanakan melalui




Siskamling, sistim pengamanan lingkungan
dengan ronda sendiri. Disektor modern seperti

pabrik,bark,.hotel, shopping mailas;iper::
kantoran, apatiemen, real estate, tumah sakit,

lapangan terbang, dan lain-lain diadakan
SATPAM {Satuan Pengamanan atau Securify
Cuards).

Expert dibidang kriminalitas padaumum- - -

nya sependapat bahwa kriminalitas diakibat-
kan ofeh kondisi sosial suatu negara, seperti
pengangguran, pendapatan atau lingkat ke-
miskinan, tingkat pendidikar umum, Sara,
apalagi bila negara tersebut mengalami insta-
bilitas ekonomi; politik dan hukuin.
+Karena-itu, disemua negara maju, disam-
ping meningkatkan kepolisian, adalah perkem-
bangan yang lebih. pesat dari pengamanan
swasta. Di-Amerika Serikal pada tahun 1990
jumiah pengamanan swasta -berjumlah
2 O{}U 000 dibanding 650.000 polisi. Tahun 1985
k ]e%nh dau 151 000 penducuk

ke]ahatan Mereka be1 pati eh, merupakan rmata
dan teimoa bagl polisi dan peran ser ta meleka

Sebelym Saipam _1al1u dengan S Kapolri
pada tanggal 30 Desember 1980, ada beberapa
"perusahaan” yang, ‘menyewakan tenaga Sat-
pam kepada yang mémerlukan. Kapolsi ber-

};e{_iu_@,._p_enyew_aan tenaga Satpam dari "per-
usahaan Satpam” tidak menanamkan kepada

_yang berkepentingan, bahwa keamanan adalah

tanggung jawab mereka dan sebaiknya mereka
mengamankan perusahaannya dengan orang/
pegawainya sendiri. Pelatihan anggota Satpam
dapat diselenggarakan olek Polri atau “per-
usdhaan-perusahiaan pelatihan Satpam” yang
diizinkan serta mengikuii petunjuk Polri. -~
Sekarang, setelah 18 tahun, jumlah anggota
Satparn diselurub Indonesia telah lebih dari
200.000 melebihi jumiah anggota Polri yang
180.0C0. Mengingat banyaknya perusahaan,
perkantoran, real estate dan sebagainya di In-
donesia, potensi Satpam sebenamya leb1h dari
500.000. =
Karena itu, Polri harus mengadakan re-
inventarisasi dan evaluasi menyelurith keadaan
Satpam, karena UU No. 28/1957 mengharuskan
Polri memberikan pembinaan teknis, meng-
koordinasikan dan mengawasi semua bentul\
aparat pengamanan swakarsa, termasuk Sat-
pa, Polri tingkat Polda dan Pores kurang aktif
menghimbau para pengusaha agar mﬂmbentuk
Satpam untuk pengamanan sendiri Masthada

' perusahaan yang tidak mau mematuhi ke-

tentuan Satpam sesuat SK.30 Desember 1980,
seperti PT Angkasa Purz, Pertamina dan lain-
lain. Telah banyak pula terdapat penyimpangan
mengzenai pakaian serazam Satpam. Pakaian




perbedaan Poh esdi Pelda Metro, ]aya dan P{Jh €53

di Polda’ Malul\u danT ua.n]aya

Semema!\ HutSalpam .k
dewasa ini, Indonesia lelah dilanda oleh krisis
yang multi dimensional, termasuk krisis
ekonomi yang berkepanjangan yang telah
membual separuh bangsa ini berada di bawali

garis kemiskinan, Penganggurandan PHi telah -~

. sesua SK -30::Dé§émber 19'80.

-mencapai diatas 20 juta, Telah terjadi krisis
kepercaya anpada pemerintah, termasuk aparat
penegak hukum. Rendahnya kesadaran dan

- ketaatan l\epada Lukum serta disiplin nasional
dalam krisis politik telah menimbulkan huru-
hara, penjarahan, pembakaran, pembunuhan,
pemierkosaan yang sering bersifal sadistis. Ini
semua ielah menimbulkan "fear of crine” di
Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Fear of crime
terasa sekali dijalanan, apa seseorang mengen-
darar mobil sendird, naik taksi atau berjalan kaki
{street crime). Dampak psikologisnya bagi kor-
ban sangat mencekam.

- Seperti-divraikan diatas, tingkat kejahatan
suatu negara dxakibatkan Gl(ﬂ L{mdlSl sosial,
el\onemx dan pohtll\ negara yang ber sangkutan,
jadi ia bukan® cxptaan kepohsmn Mengatasi
tmwka_ }\elahahn secara kesefuruhan adalah

tanggung Jawab pemeuntah dan masyarakat,
sedangkan kepohsnn beselta seluruh aparat -
pengamanan swakarsa yang ‘membantu ke- -

polisian, tentu. akan dapat memberikan sum-
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17 dan ke-18

M“asuh ada
perusahaan yang tzdak
mau mematuhd

ketentuan Satpam

pangan Polri mengabaikan tanggung Jaw ab ini,,

sehingga selur ulﬂ Hansip balk Wanra dan
Kamua-dibina oleh-aparat teritorfal Angkatan
Darat. Hal ini harus disetesaikan oleh Polri
bersama dengan AD dan pemerintah di daerals.

Disamping itu, ada lagi Banpel ciptaan
kesatuan bawahan Polri terutama Sekior Polisi

untuk mengatasi kekurangan anggota, walau- -

pun fanpa anggaran.
Dengan Depdauu dan Pemda, harus dlatm
pula tugas dan tamgung jawab Tramhi) serta

' '.'Peim Pamong Praja. -

+Dengan tencana tambahan 40 GO[} angbota

- "Kamra" atau "Polisi Bantuan” yang akan- ber-
ada dibawah pembmaan langsung Pchl, semua
- bentuk aparat keamanans swakarsa, se’p -
ditentukan oleh UU No. 28/1997, harus. segez‘a_
'_'-dlkoozdmamkan dan diatur tata cara’ erj
‘agar menghasilkan kinerja yang dirasakan

manfaatnya oich 1ai<yat lndonesm Keber-






